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Kabupaten Pegunungan Arfak (Provinsi Papua Barat). Adapun pemerintah daerah yang 
wajib menyusun laporan keuangan (LK) Tahun 2013 sebanyak 524 pemerintah daerah 
provinsi/kabupaten/kota. Terhadap 456 LKPD Tahun 2013 tersebut, BPK memberikan 
opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini 
TMP atas 18 LKPD. 

Selain itu, pada Semester I Tahun 2014, BPK juga telah menyelesaikan satu LHP 
LKPD Tahun 2012, yaitu LKPD Kabupaten Kepulauan Aru pada Provinsi Maluku. LKPD 
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tersebut baru diserahkan oleh entitas kepada 
BPK pada 3 Februari 2014. Terhadap LKPD tersebut, BPK memberikan opini TMP. 
Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan dalam Grafik 1. 

Grafik 1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan peningkatan persentase opini WTP, dan 
penurunan persentase opini WDP serta TMP. Hal tersebut menggambarkan adanya 
perbaikan entitas pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang 
wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Penyajian laporan keuangan 
yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih 
baik. Adapun rincian opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 untuk masing-masing 
tingkat pemerintahan disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

Pemerintahan Provinsi Kabupaten Kota

Tahun WTP WDP TW TMP Total WTP WDP TW TMP Total WTP WDP TW TMP Total

2009
1 24 3 5 33 7 240 37 95 379 7 66 8 11 92

3% 73% 9% 15% 100% 2% 63% 10% 25% 100% 8% 72% 9% 12% 100%

2010
6 22 0 5 33 16 254 23 103 396 12 67 3 11 93

18% 67% 0% 15% 100% 4% 64% 6% 26% 100% 13% 72% 3% 12% 100%

2011
10 19 0 4 33 36 268 6 89 399 21 62 2 7 92

30% 58% 0% 12% 100% 9% 67% 2% 22% 100% 23% 67% 2% 8% 100%

2012
17 11 0 5 33 72 256 6 67 401 31 52 0 7 90

52% 33% 0% 15% 100% 18% 64% 1% 17% 100% 34% 58% 0% 8% 100%

2013
15 12 0 2 29 102 214 9 14 339 36 50 0 2 88

52% 41% 0% 7% 100% 30% 64% 2% 4% 100% 41% 57% 0% 2% 100%
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Tabel 3.4 menunjukkan bahwa secara umum LKPD Tahun 2013 yang memperoleh 
opini WTP adalah 153 entitas (33,55%) dan WDP adalah 276 entitas (60,52%) dari 
keseluruhan entitas pemerintah daerah yang diperiksa BPK. Secara umum LKPD 
Tahun 2013 menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya. 

Permasalahan yang menghambat pencapaian opini WTP antara lain aset tetap tidak 
didukung dengan pencatatan dan pelaporan yang memadai, penatausahaan kas yang 
tidak sesuai dengan ketentuan, penyertaan modal yang belum ditetapkan dengan 
peraturan daerah, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih 
yang dapat direalisasikan (net realizable value), penatausahaan persediaan tidak 
memadai, dan pelaksanaan belanja modal serta belanja barang dan jasa tidak sesuai 
dengan ketentuan. 

Masalah lainnya, laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan 
standar akuntansi pemerintahan terkait akun aset tetap, kas, belanja modal, dan 
SiLPA yang berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan. Selain itu 
adalah karena adanya pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan 
yang material pada akun aset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan 
non permanen, aset lainnya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja 
modal.

Laporan Keuangan Badan Lainnya

Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (LK)  
badan lainnya, yaitu LK Bank Indonesia (BI), LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), LK 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LK Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu 
Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), LK Perum Produksi Film Negara (PPFN). Selain itu, 
BPK juga memeriksa 9 LK Pinjaman Luar Negeri yang terdiri dari 6 LK Pinjaman dari 
ADB, 2 LK Pinjaman dari World Bank dan 1 LK Pinjaman dari IBRD. Perkembangan 
opini LK badan lainnya disajikan dalam Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Opini atas LK Badan Lainnya 

No. Entitas
Opini

2009 2010 2011 2012 2013

1 Bank Indonesia WTP WTP-DPP WTP WTP WTP

2 Lembaga Penjamin Simpanan TMP TMP TMP TMP TMP

3 Otoritas Jasa Keuangan - - - - WTP
4 SKK Migas (BP Migas) - - WTP WTP WTP

5 Perum Produksi Film Negara *) TMP TMP WDP WDP -

6 Loan ADB 2575-INO PNPM Mandiri - WTP WTP WTP WTP

7 Loan ADB 2654-INO MSMHP - - WTP WTP WDP

8 Loan ADB 2768-INO USRI - - - WTP WDP

9 Loan ADB No. 2817-INO RRDP - - - - WTP

10 Loan ADB No.2927-INO BPKP - - - - WTP

11 Loan ADB No. 2928-INO PEDP - - - - WTP
12 Loan IBRD 8188-ID SMARTD - - - - WTP

13 Loan World Bank No. 8043-ID WINRIP - - - - WTP

14 Loan World Bank  No. 8121-ID JUFMP/JEDI - - - - WDP

   *)Pemeriksaan LK Tahun 2011 & 2012 dilaksanakan Tahun 2014
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Hasil Pemeriksaan atas LK

Hasil pemeriksaan LK selama Semester I Tahun 2014 pada pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, serta BUMN dan lainnya berupa temuan SPI sebanyak 5.948 kasus 
dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 
sebanyak 7.173 kasus senilai Rp10,92 triliun, dengan rincian per entitas pada Tabel 
3.6.

Tabel 3.6 Jumlah Kasus Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Berdasarkan Entitas

Gambaran kasus-kasus yang terjadi di masing-masing entitas adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

a. LKPP dan LKKL

Kasus-kasus kelemahan SPI yang terjadi terutama kasus pencatatan tidak/belum 
dilakukan, di antaranya penyajian aset tetap belum sesuai dengan ketentuan, 
aset tetap tidak dapat ditelusuri, pencatatan persediaan tidak diselenggarakan, 
dan kesalahan penganggaran belanja barang pada unit pelayanan teknis. Selain 
itu, kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, di antaranya tidak 
melakukan pemutakhiran data informasi, tidak melakukan pencatatan pada 
buku kas, dan tidak mencantumkan nomor register bukti pengeluaran kas. 

Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, 
antara lain, kasus kerugian negara akibat kelebihan pembayaran selain kekurangan 
volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 100 kasus senilai Rp141,60 miliar.

b. Badan Lainnya

Kasus kelemahan SPI yang terjadi di antaranya kelemahan pada sistem 
pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 18 kasus.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan di antaranya berakibat pada kerugian negara sebanyak 7 kasus senilai 
Rp5,56 miliar.

No Entitas
SPI Ketidakpatuhan

Jumlah Kasus Jumlah Kasus Nilai

(1) (2) (3) (4) (5)
I Pusat 767 1.110 6.697.283,19

1 LKPP dan LKKL 718 1.091 6.685.806,46
2 Badan Lainnya 49 19 11.476,73 

II Daerah 5.133 6.018 4.206.685,47
1 Provinsi 432 589 2.028.608,27
2 Kabupaten 3.779 4.332 1.638.455,61 
3 Kota 922 1.097 539.621,59

III BUMN & lainnya 48 45 24.558,60

Jumlah 5.948 7.173 10.928.527,26

(nilai dalam juta rupiah)
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2. Pemerintah Daerah

Kelemahan SPI banyak terjadi pada sistem pengendalian pelaksanaan anggaran 
pendapatan dan belanja yaitu sebanyak 2.182 kasus. Kasus-kasus tersebut antara 
lain: perencanaan kegiatan tidak memadai; penyimpangan terhadap peraturan 
perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi  
yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja;    penetapan/pelaksanaan 
kebijakan tidak tepat atau belum dilaksanakan berakibat hilangnya potensi 
penerimaan/pendapatan; mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan 
serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan; 
penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat 
peningkatan biaya/belanja; dan pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD.

Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 
sering mengakibatkan kerugian daerah dan kelemahan administrasi. Kasus 
tersebut antara lain 

•	 Kerugian daerah, seperti kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, 
belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan kelebihan pembayaran 
selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 2.347 kasus 
senilai Rp985,71 miliar.

•	 Kelemahan administrasi, seperti pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti 
tidak lengkap/tidak valid), penyimpangan terhadap peraturan perundang-
undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah, dan 
kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

3. BUMN dan Pinjaman Luar Negeri

Kasus kelemahan SPI yang terjadi di antaranya kelemahan struktur pengendalian 
intern sebanyak 27 kasus di antaranya entitas tidak memiliki SOP yang formal 
untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; selain itu, atas SOP yang ada 
pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 
tersebut di antaranya yang berakibat pada kerugian negara terjadi sebanyak                                                                                                                                     
13 kasus senilai Rp3,01 miliar.

Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama 
Proses Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan keuangan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti 
temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi 
kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan dengan cara penyerahan aset 
dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp540,56 miliar, 
yaitu temuan kerugian senilai Rp373,12 miliar, potensi kerugian senilai Rp16,92 miliar, 
dan kekurangan penerimaan senilai Rp150,52 miliar.
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Pemeriksaan Kinerja
Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas 16 objek 
pemeriksaan, yaitu 9 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan 
pemerintah provinsi, 4 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota, dan 2 objek 
pemeriksaan BUMN.

Hasil pemeriksaan kinerja tersebut dikelompokkan dalam tujuh tema yaitu 
Kependudukan; Kesehatan; Infrastruktur; Pertahanan Keamanan; Penyelenggaraan 
Ibadah Haji; BUMN; dan Kinerja Lainnya yang terdiri atas 2 objek pemeriksaan 
pemerintah pusat dan 2 objek pemeriksaan pemerintah daerah.

Hasil Pemeriksaan Kinerja

Hasil pemeriksaan kinerja utamanya menyimpulkan bahwa atas program/kegiatan 
yang diperiksa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja 
suatu program/kegiatan. Kelemahan-kelemahan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Hasil pemeriksaan kinerja Semester I Tahun 2014 menemukan 6 kasus ketidakhematan/
ketidakekonomisan senilai Rp77,90 miliar, 5 kasus ketidakefisienan, dan 173 kasus 
ketidakefektifan senilai Rp419,59 miliar, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja                                                                   
Semester I Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan

                                                                                                                                                                                   

Hasil pemeriksaan kinerja pada Semester I Tahun 2014, di antaranya sebagai berikut.

1. Pemerintah Pusat

•	 Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Penerapan KTP Berbasis NIK Secara 
Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2013 pada Kemendagri dan tujuh pemerintah 
provinsi menunjukkan bahwa Kemendagri telah berupaya agar program 
penerapan KTP Elektronik dapat berjalan efektif. Upaya-upaya tersebut, di 
antaranya: menyusun Grand Design penerapan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK) dan perangkat peraturan penerapan KTP Elektronik, 
serta penyediaan sarana dan prasarana penerapan KTP Elektronik. 

No
Objek 

Pemeriksaan
(Obrik)

Jml 
Obrik

Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan

Ketidakhematan/ 
Ketidakekonomisan Ketidakefisienan Ketidakefektifan

Total 
Ketidakekonomisan, 

Ketidakefisienan, dan 
Ketidakefektifan

Jml 
Kasus  Nilai Jml 

Kasus  Nilai Jml 
Kasus  Nilai Jml 

Kasus  Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Pusat 9 5 77.903,12 2 - 98 419.593,25 105 497.496,37
2 Provinsi 1 - - - - 5 - 5 -
3 Kabupaten/ Kota 4 - - - - 49 - 49 -

4 BUMN 2 1 - 3 - 21 - 25 -

Jumlah 16 6 77.903,12 5 - 173 419.593,25 184 497.496,37

 (nilai dalam juta rupiah)
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Selain keberhasilan beberapa upaya tersebut, hasil pemeriksaan kinerja BPK 
menyimpulkan bahwa penerapan KTP Elektronik kurang efektif. Hal tersebut 
ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan, di antaranya target distribusi 
KTP Elektronik Tahun 2011 dan 2012 semula 172 juta keping, Tahun 2013 
berubah menjadi 145 juta keping dan baru terdistribusi 120,11 juta keping. 
Akibatnya, penduduk wajib KTP sebanyak 27 juta orang tidak memperoleh 
KTP Elektronik dan minimal 24,89 juta penduduk terlambat memperoleh KTP 
Elektronik. 

Selain itu, regulasi pengujian kualitas KTP Elektronik untuk data maupun fisik 
secara berkala belum disusun. Tolok ukur atau indikator untuk menilai kinerja 
atas pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik belum dibuat. 
Akibatnya, kerusakan fisik blangko dan kesalahan data kependudukan dalam 
KTP Elektronik tidak dapat diidentifikasi lebih awal sebelum KTP Elektronik 
didistribusikan ke penduduk.

•	 Hasil pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Pemeliharaan Kapal TA 2010 s.d. 
TA 2013 pada jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) 
menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan kapal belum efisien dan 
efektif dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan. BPK menemukan 
permasalahan mendasar yang secara signifikan memengaruhi kinerja 
pemeliharaan kapal, di antaranya konsep dan praktik pemeliharaan kapal TNI 
AL belum dapat mendukung tercapainya pelaksanaan pemeliharaan secara 
efisien dan efektif, serta peningkatan profesionalisme personil. 

Selain permasalahan bersifat substantif di atas, terdapat permasalahan 
pemeliharaan kapal yang harus segera ditindaklanjuti. Hal itu untuk 
menghindarkan risiko yang tidak diinginkan terkait repowering empat Kapal 
Republik Indonesia (KRI) tipe Patrol Ship Killer (PSK/satuan kapal cepat) dan 
perbaikan tingkat W6 motor pendorong kapal (MPK) II dan III sistem kontrol 
dan cerobong KRI HBS-382. 

•	 Hasil pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 
1433H/2012M di Indonesia dan Arab Saudi, menunjukkan bahwa 
penyelenggaraan ibadah haji pada sepuluh dari sebelas sektor (pemantauan 
secara uji petik) di Makkah telah mengalami kemajuan, yaitu dalam pelayanan 
katering dan pelayanan transportasi darat. 

Secara umum, Kementerian Agama berhasil mengupayakan peningkatan 
kualitas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M dibanding tahun 
sebelumnya. Oleh karena itu, BPK menyimpulkan bahwa penyelenggaraan 
ibadah haji Tahun 1434H/2013M cukup efektif. Meskipun demikian, BPK 
masih menemukan permasalahan berulang yang tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja penyelenggaraan ibadah haji.

Permasalahan tersebut di antaranya terkait pelayanan perumahan, pelayanan 
katering, dan pelayanan transportasi. Akibatnya, masih ada jemaah haji tidak 
memperoleh fasilitas pelayanan perumahan yang layak; terjadi pemborosan 
biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dalam penyediaan katering bagi 
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jemaah haji di Mina; serta sebagian jemaah haji Indonesia belum memperoleh 
pelayanan angkutan penerbangan secara tepat waktu. 

•	 Hasil pemeriksaan atas Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Komisaris, 
dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2011, 2012, dan 2013 pada Kementerian 
BUMN menunjukkan bahwa Kementerian BUMN telah berupaya untuk 
meningkatkan proses seleksi direksi BUMN agar direksi yang terpilih merupakan 
direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi, dan kompeten.

Namun, upaya tersebut masih terkendala beberapa hal. Hasil pemeriksaan 
menyimpulkan bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris 
dan dewan pengawas BUMN tidak didukung dengan aturan yang memadai, 
komprehensif, dan transparan serta memenuhi kriteria tata kelola yang 
baik. Walaupun telah terdapat aturan tata kelola dalam pengangkatan dan 
pemberhentian direksi BUMN, tetapi hal tersebut tidak didukung dengan 
pelaksanaan tata cara pengangkatan direksi BUMN yang sesuai dengan 
peraturan yang telah ditetapkan. 

Masalah pokok yang mendorong belum optimalnya kegiatan tersebut antara 
lain: Kementerian BUMN tidak menetapkan peraturan mengenai persyaratan 
dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas 
BUMN; perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian atas kegiatan 
pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN belum 
memadai serta tidak didukung dengan kriteria dan pedoman penilaian; dan, 
tidak ada proses penjaringan pada kegiatan pengangkatan komisaris/dewan 
pengawas BUMN dan pelaksanaan penilaian direksi kurang memadai.

Beberapa kelemahan tersebut mengakibatkan tata kelola yang baik dalam 
proses pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan 
pengawas BUMN belum sepenuhnya terlaksana. 

2. Pemerintah Daerah

•	 Hasil pemeriksaan kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 
TA 2012 s.d. Semester I TA 2013 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon 
menyimpulkan bahwa pengelolaan program Jamkesda TA 2012 dan Semester 
I TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, RSUD Waled, dan RSUD 
Arjawinangun belum efektif. Penilaian itu ditinjau dari aspek kepesertaan, 
pendanaan, dan pelayanan.

Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan yang memengaruhi 
efektivitas Program Jamkesda, antara lain, Pemerintah Kabupaten Cirebon 
belum memiliki database masyarakat miskin yang berhak mendapatkan 
fasilitas pelayanan Program Jamkesda. Database peserta Jamkesda yang rinci 
(by name by address) tidak ada. Hal itu mengakibatkan data yang ada tidak 
dapat dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan dan menganggarkan 
program dan kegiatan Jamkesda.
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3. BUMN

•	 Hasil pemeriksaan kinerja atas Efisiensi Intermediasi, Produksi, dan Operasional 
pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. TA 2013 di Provinsi DKI Jakarta, 
Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara, menyimpulkan bahwa 
berdasarkan hasil perhitungan dengan DEAP (Data Envelopment Analysis 
(Computer) Program), BRI telah efisien pada fungsi intermediasi, produksi, 
dan operasional. 

Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, di 
antaranya, pengelolaan kredit hapus buku belum sesuai dengan Peraturan 
Intern Bank BRI. Data kompilasi agunan debitur hapus buku seluruh 
Indonesia tidak tersedia dan terdapat 1.023 rekening debitur hapus buku 
Tahun 2013 bersaldo negatif senilai Rp13,20 miliar. Akibatnya, Bank BRI 
tidak dapat mengetahui potensi recovery dan sisa agunan debitur hapus 
buku, serta terdapat kelebihan pengakuan pendapatan recovery maksimal                                  
senilai Rp13,20 miliar.

Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya kelemahan sistem 
pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan. Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 45 kasus kelemahan sistem 
pengendalian intern yang memengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan 
efektivitas serta 10 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan senilai Rp42,28 miliar. 

Rincian ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut 
terdiri atas 6 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp30,61 miliar (di antaranya 
terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 3 kasus senilai Rp2,56 miliar), 3 kasus 
kekurangan penerimaan senilai Rp11,67 miliar, dan 1 kasus kelemahan administrasi. 
Jumlah kasus tiap kelompok temuan per objek pemeriksaan disajikan dalam Tabel 
3.8.

Tabel 3.8  Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan

No
Objek 

Pemeriksaan 
(Obrik)

Jml 
Obrik

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

Kerugian Negara/ 
Daerah 

Potensi 
Kerugian 

Negara/Daerah

Kekurangan 
Penerimaan

Kelemahan 
Administrasi

Total 
Ketidakpatuhan

Jml 
Kasus Nilai Jml 

Kasus  Nilai Jml 
Kasus  Nilai Jml Kasus Jml 

Kasus  Nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pusat 9 5 30.459,15 - - 3 11.675,34 1 9 42.134,49

2 Provinsi 1 1 153,83 - - - - - 1 153,83

3 Kabupaten/ 
Kota 4 - - - - - - - - -

4 BUMN 2 - - - - - - - - -

Jumlah 16 6 30.612,98 - - 3 11.675,34 1 10 42.288,32

(nilai dalam juta rupiah)
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Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses 
Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan kinerja, entitas belum menindaklanjuti temuan 
ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian dan kekurangan penerimaan dengan 
melakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan PDTT atas 95 objek pemeriksaan. PDTT 
tersebut meliputi 33 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 10 pemerintah provinsi,                  
23 pemerintah kabupaten/kota, 23 BUMN, 1 BHMN, 2 Badan Lainnya, 2 BUMD, dan                
1 BLUD. 

Cakupan pemeriksaan atas 95 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai                           
Rp1.725,31 triliun (88%) dari realisasi anggaran senilai Rp1.954,96 triliun. Rincian 
cakupan PDTT di entitas pusat, daerah, BUMN, BHMN, BUMD dan BLUD, serta badan 
lainnya disajikan dalam Tabel 3.9 berikut.                                                                                                                                                  

Tabel 3.9  Cakupan PDTT Semester I Tahun 2014

Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Hasil PDTT dikelompokkan dalam 6 tema, yakni pengelolaan pendapatan dan 
pelaksanaan belanja pemerintah pusat; pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan 
belanja pemerintah daerah; pengelolaan aset tetap; pelaksanaan subsidi/kewajiban 
pelayanan umum (KPU) atau Public Service Obligation (PSO) dan operasional BUMN; 
operasional BPD; dan PDTT lainnya.

Entitas
Jumlah 
Obrik Anggaran Realisasi Cakupan 

Pemeriksaan %

Pusat 33 1.184.879.808,38 1.230.602.031,97 1.210.377.715,71 98%

Provinsi 10 26.467.805,27 21.642.018,22 12.337.820,43 57%

Kabupaten/Kota 23 24.674.988,45 20.287.456,51 11.440.582,10 56%

BUMN 23 455.667.833,24 639.329.889,34 475.438.485,66 74%

BHMN 1 2.326.240,38 2.128.476,61 1.937.586,53 91%

Badan Lainnya 2 3.495.319,68 2.182.560,94 2.182.560,94 100%

BUMD 2 38.675.759,00 38.675.759,00 11.602.727,70 30%

BLUD 1 132.626,77 118.254,99 - -

Total 95 1.736.320.381,17 1.954.966.447,58 1.725.317.479,07 88%

(dalam juta rupiah)
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Tabel 3.10 Temuan PDTT Semester I Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 3.10, hasil PDTT Semester I Tahun 2014 mengungkapkan adanya 
1.494 kasus yang terdiri atas 538 kasus kelemahan SPI dan 956 kasus ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp19,40 triliun. Dari 
total kasus temuan PDTT tersebut, sebanyak 550 kasus senilai Rp18,11 triliun 
merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, 
potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. 

Rincian temuan berdampak finansial tersebut meliputi kerugian negara/daerah atau 
kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah sebanyak 
300 kasus senilai Rp491,75 miliar (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/
daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 79 kasus senilai Rp91,34 
miliar), potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah 
sebanyak 120 kasus senilai Rp7,44 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak                   
130 kasus senilai Rp10,17 triliun. 

Rekomendasi atas kasus-kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas 
negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset. Selain temuan tersebut, 
terdapat temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, kelemahan SPI, 
dan kelemahan administrasi yang tidak memiliki dampak finansial tetapi memerlukan 
perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Rincian temuan PDTT yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2014 serta kasus-kasus 
yang sering terjadi di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, 
BHMN, BUMD, serta BLUD, antara lain sebagai berikut.

No. Sub Kelompok Temuan Jumlah 
Kasus Nilai

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1 SPI 538 -

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

2 Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan 300 491.751,33

3 Potensi Kerugian Negara/Daerah/
Perusahaan 120 7.446.765,13

4 Kekurangan Penerimaan 130 10.173.307,39
            Sub Total 1 550 18.111.823,85

5 Kelemahan Administrasi 289 -
6 Ketidakhematan 49 861.446,25

7 Ketidakefisienan 1 66.744,83
8 Ketidakefektifan 67 368.556,16

            Sub Total 2 406 1.296.747,24

Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2) 956 19.408.571,09
Total SPI dan Ketidakpatuhan 1.494 19.408.571,09

(nilai dalam juta rupiah)
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1. Pemerintah Pusat 

Hasil PDTT pada 33 objek pemeriksaan pemerintah pusat menemukan 177 kasus 
kelemahan SPI dan 237 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan senilai Rp15,51 triliun. Dari total temuan PDTT pemerintah 
pusat tersebut, sebanyak 117 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, 
yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan 
senilai Rp15,39 triliun. Rincian temuan PDTT pada pemerintah pusat disajikan 
dalam Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Pusat

Hasil PDTT pemerintah pusat menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara 
lain. 

•	 Temuan kerugian negara berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau 
barang sebanyak 15 kasus senilai Rp3,22 miliar, belanja tidak sesuai atau 
melebihi ketentuan sebanyak 13 kasus senilai Rp4,72 miliar, dan kelebihan 
pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 
12 kasus senilai Rp43,08 miliar. 

Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pelaksanaan belanja. 
Pada umumnya kasus tersebut disebabkan pejabat pembuat komitmen 
(PPK) dan panitia pengadaan tidak memedomani ketentuan yang berlaku 
dan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya, serta panitia serah terima 
pertama pekerjaan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan. 
Selain itu, kasus tersebut disebabkan konsultan pengawas belum optimal 
dalam melakukan pengawasan pekerjaan dan rekanan tidak melaksanakan 
ketentuan dalam kontrak.

No. Sub Kelompok Temuan
Pemerintah Pusat

Jumlah Kasus Nilai

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

1 SPI 177 -

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1 Kerugian Negara 70 81.983,99

2 Potensi Kerugian Negara 11 6.397.459,20

3 Kekurangan Penerimaan 36 8.913.534,37
             Sub Total I 117 15.392.977,56

4 Kelemahan Administrasi 80 -
5 Ketidakhematan 11 47.249,87
6 Ketidakefektifan 29 77.346,74

             Sub Total II 120 124.596,61

Total 237 15.517.574,17

(nilai dalam juta rupiah)
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Rekomendasi 

Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan 
kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa, antara lain agar 
memberikan sanksi kepada rekanan, konsultan pengawas dan pejabat 
yang bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan kerugian negara 
dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan 
aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada pimpinan 
kementerian/lembaga agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian 
dalam melaksanakan kegiatan.

•	 Temuan potensi kerugian negara berupa aset dikuasai pihak lain sebanyak                    
4 kasus senilai Rp585,82 miliar, potensi kerugian lain-lain sebanyak 4 kasus 
senilai Rp1,53 miliar, dan aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak                
1 kasus senilai Rp5,80 triliun.  

Pada umumnya kasus tersebut disebabkan pengawas, kontraktor pelaksana, 
panitia pengadaan, dan pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta tidak mematuhi ketentuan 
yang berlaku. Selain itu, pejabat pelaksana dan PPK lemah dalam melaksanakan 
pengawasan dan pengendalian.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut,  BPK 
merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa, 
antara lain memberikan sanksi kepada pejabat dan pelaksana yang kurang 
cermat dalam melaksanakan tugas, mempertanggungjawabkan potensi 
kerugian yang terjadi dengan menyetorkan sejumlah uang ke kas negara/
memperhitungkan dalam termin pembayaran, serta meningkatkan 
pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada 
pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa agar berkoordinasi dengan 
pihak terkait untuk melakukan penelusuran bukti dan keberadaan aset, 
menertibkan aset serta melakukan upaya hukum atas aset yang dikuasai pihak 
ketiga. 

•	 Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara lainnya (selain 
denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/
disetor ke kas negara sebanyak 22 kasus senilai Rp8,89 triliun, dan denda 
keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/
disetor ke kas negara sebanyak 14 kasus senilai Rp16,92 miliar. Kasus-kasus 
tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja. 
Pada umumnya kasus tersebut disebabkan karena pelaksana kegiatan, panitia 
pengadaan dan PPK kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya, serta penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan 
pengawasan dan pengendalian.
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Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK 
merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa, 
antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan dan denda 
keterlambatan untuk segera menyetorkannya ke kas negara, mengenakan 
sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta meningkatkan 
pengawasan dan pengendalian.

2. Pemerintah Daerah 

Hasil PDTT pada 10 objek pemeriksaan pemerintah provinsi menemukan 54 kasus 
kelemahan SPI dan 177 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan senilai Rp259,54 miliar. Dari total temuan PDTT pemerintah 
provinsi tersebut, sebanyak 115 kasus merupakan temuan yang berdampak 
finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan 
penerimaan senilai Rp202,14 miliar.

Sementara itu, hasil PDTT atas 23 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota 
menemukan 65 kasus kelemahan SPI dan 203 kasus ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp206,32 miliar. Dari total 
temuan PDTT kabupaten/kota tersebut, sebanyak 143 kasus merupakan temuan 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai 
Rp176,58 miliar. Rincian temuan PDTT pada pemerintah daerah disajikan dalam 
Tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12 Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Daerah

No. Sub Kelompok Temuan
Provinsi Kabupaten/Kota

Jumlah 
Kasus Nilai           Jumlah 

Kasus Nilai           

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
1 SPI 54 - 65 -

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1 Kerugian Daerah 79 33.332,80 79 35.366,43

2 Potensi Kerugian Daerah 17 164.545,64 33 122.236,05

3 Kekurangan Penerimaan 19 4.262,04 31 18.986,97
               Sub Total I 115 202.140,48 143 176.589,45

4 Kelemahan Administrasi 42 - 39 -

5 Ketidakhematan 8 4.584,14 11 12.017,54

6 Ketidakefektifan 12 52.819,86 10 17.716,93

               Sub Total II 62 57.404,00 60 29.734,47

Total 177 259.544,48 203 206.323,92

(nilai dalam juta rupiah)
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Hasil PDTT pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) menunjukkan kasus-
kasus yang sering terjadi antara lain.

•	 Temuan kerugian daerah berupa kekurangan volume pekerjaan dan/
atau barang sebanyak 57 kasus senilai Rp23,54 miliar, belanja tidak sesuai 
atau melebihi ketentuan sebanyak 30 kasus senilai Rp12,39 miliar, dan 
kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang 
sebanyak 23 kasus senilai Rp7,51 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi 
pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja. Pada umumnya 
disebabkan pejabat dan pelaksana yang bertanggung jawab lalai dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta tidak optimal dalam 
melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan. Selain itu, kontraktor 
pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak serta konsultan 
pengawas belum optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan 
kepada kepala daerah yang diperiksa, antara lain agar memberikan sanksi 
kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan 
mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara 
menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme 
pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Selain itu, kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan 
penanggung jawab kegiatan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

•	 Temuan potensi kerugian daerah berupa ketidaksesuaian pekerjaan dengan 
kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau 
seluruhnya sebanyak 28 kasus senilai Rp20,51 miliar, aset dikuasai pihak 
lain sebanyak 17 kasus senilai Rp264,43 miliar, potensi kerugian lain-lain             
sebanyak 3 kasus senilai Rp915,61 juta, dan aset tetap tidak diketahui 
keberadaannya sebanyak 2 kasus senilai Rp914,56 juta. Kasus-kasus tersebut 
sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja, 
serta pengelolaan aset tetap. Pada umumnya disebabkan kontraktor tidak 
melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati, para pelaksana 
belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan, serta lemahnya pengawasan 
dan pengendalian pimpinan entitas.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK 
merekomendasikan kepada kepala daerah yang diperiksa, antara lain agar 
memberikan sanksi kepada pelaksana dan kontraktor yang lalai dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. 
Selain itu, memperhitungkan kekurangan volume pekerjaan pada realisasi 
keuangan berikutnya, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.



38

IHPS I Tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan

Buku I IHPS

•	 Temuan kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan 
belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/
daerah sebanyak 28 kasus senilai Rp5,24 miliar, penerimaan negara/daerah 
lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/
diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 20 kasus senilai Rp16,64 
miliar, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 
2 kasus senilai Rp1,35 miliar. 

Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan 
pelaksanaan belanja, serta pengelolaaan aset tetap. Pada umumnya 
disebabkan rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan 
tidak segera menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Selain itu, pelaksana 
kegiatan kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana 
kegiatan dan pimpinan entitas.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah tersebut, BPK 
merekomendasikan kepala daerah yang diperiksa antara lain agar segera 
menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera 
menyetorkannya ke kas daerah, mengenakan sanksi kepada pejabat 
pelaksana yang kurang optimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, 
serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

3. BUMN 

Hasil PDTT pada 23 objek pemeriksaan BUMN menemukan 180 kasus kelemahan 
SPI dan 254 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan senilai Rp2,71 triliun. Dari total temuan PDTT BUMN tersebut, sebanyak 
117 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan 
kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,76 triliun. 
Rincian temuan PDTT pada BUMN disajikan dalam Tabel 3.13 berikut.
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Tabel 3.13 Kelompok Temuan PDTT pada BUMN 

Hasil PDTT BUMN menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

•	 Temuan kerugian perusahaan berupa kelebihan pembayaran selain kekurangan 
volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 27 kasus senilai Rp33,88 
miliar, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 7 kasus senilai 
Rp140,13 miliar, dan kerugian perusahaan lain-lain sebanyak 7 kasus senilai 
Rp68,87 miliar. Pada umumnya disebabkan panitia/pelaksana pengadaan 
tidak cermat dalam menyusun HPS dan melakukan evaluasi penawaran, 
database penerima bantuan belum akurat, dan konsultan perencana/
pengawas/manajemen konstruksi lalai dalam menjalankan tugasnya. Sebab 
lain, rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, pejabat pelaksana 
belum memerhatikan ketentuan yang berlaku, serta indikasi oknum pegawai 
sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. 

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kerugian perusahaan tersebut, BPK merekomendasikan 
kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi 
kepada para pelaksana yang tidak cermat dalam menjalankan tugasnya, 
mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor 
uang ke kas negara/perusahaan, serta meningkatkan pengawasan dan 
pengendalian. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada entitas melakukan 
rekonsiliasi database dengan pihak terkait, merevisi kontrak sesuai SOP, dan 
mengupayakan penyelesaian secara hukum atas kredit yang bermasalah.

•	 Temuan potensi kerugian perusahaan berupa ketidaksesuaian pekerjaan 
dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian 
atau seluruhnya sebanyak 8 kasus senilai Rp51,55 miliar, potensi kerugian 
lain-lain sebanyak 6 kasus senilai Rp10,94 miliar, dan piutang/pinjaman 
atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 4 kasus                                                           

No. Sub Kelompok Temuan
BUMN

Jumlah Kasus Nilai           

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
1 SPI 180 -

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1 Kerugian Perusahaan 58 333.379,78

2 Potensi Kerugian Perusahaan 22 210.139,23

3 Kekurangan Penerimaan 37 1.219.231,63

            Sub Total I 117 1.762.750,64
4 Kelemahan Administrasi 106 -

5 Ketidakhematan 17 797.230,79

6 Ketidakefisienan 1 66.744,83

7 Ketidakefektifan 13 88.823,85

            Sub Total II 137 952.799,47
Total 254 2.715.550,11

(nilai dalam juta rupiah)
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senilai Rp121,58 miliar. Pada umumnya, kasus tersebut disebabkan panitia 
pengadaan tidak cermat dalam melaksanakan negosiasi dan analisis harga 
satuan, pemimpin proyek belum melakukan adendum terkait adanya 
perubahan metode kerja, rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai 
kontrak, pejabat pelaksana kurang cermat dalam menjalankan tugas, dan 
tidak aktif menagih pelunasan piutang.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK merekomendasikan 
kepada pimpinan entitas agar mengenakan sanksi kepada panitia/pelaksana 
pengadaan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya, melakukan negosiasi harga dengan kontraktor pelaksana yang 
menguntungkan kedua belah pihak, memperhitungkan potensi kerugian pada 
termin pembayaran selanjutnya atau menuangkannya dalam adendum final, 
dan mengupayakan penagihan piutang secara intensif.

•	 Temuan kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan 
belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/
perusahaan milik negara sebanyak 19 kasus senilai Rp110,72 miliar, 
penerimaan negara/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/
tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan 
sebanyak 17 kasus senilai Rp1,10 triliun, dan pengenaan tarif pajak/
PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 1 kasus senilai Rp146,99 juta. 
Penyebabnya antara lain, Direksi belum melakukan penagihan/tidak tegas 
dalam menagih kekurangan pembayaran subsidi, tunggakan klaim yang belum 
dibayar pemerintah daerah, pembayaran pekerjaan yang telah menjadi hak 
perusahaan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan/pembayaran 
piutang.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK 
merekomendasikan kepada pimpinan entitas, antara lain agar secara proaktif 
melakukan penagihan atas kekurangan pembayaran subsidi, tunggakan klaim 
yang belum dibayarkan, pembayaran pekerjaan yang telah menjadi hak 
perusahaan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan/pembayaran 
piutang.

4. BHMN dan Badan Lainnya 

Hasil PDTT pada 1 objek pemeriksaan BHMN menemukan 26 kasus kelemahan SPI 
dan 25 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 
senilai Rp209,26 miliar. Dari total temuan PDTT BHMN tersebut, sebanyak 17 kasus 
merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan 
kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp209,26 miliar.
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Hasil PDTT pada 2 objek pemeriksaan di lingkungan badan lainnya menemukan           
7 kasus kelemahan SPI dan 4 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Rincian temuan PDTT pada BHMN dan Badan Lainnya 
disajikan dalam Tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14 Kelompok Temuan PDTT pada BHMN dan Badan Lainnya

Hasil PDTT pada BHMN dan Badan Lainnya menunjukkan kasus-kasus yang sering 
terjadi antara lain. 

•	 Temuan kerugian negara berupa belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak                        
3 kasus senilai Rp813,77 juta, pemahalan harga sebanyak 2 kasus senilai 
Rp5,62 miliar, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan 
dan/atau barang sebanyak 2 kasus senilai Rp578,41 juta. Kasus-kasus tersebut 
pada umumnya disebabkan PPK lalai dalam membuat HPS pengadaan barang 
dan kurang cermat dalam membuat spesifikasi yang dibutuhkan, adanya itikad 
yang tidak baik dari vendor yang telah memberikan penawaran ke entitas dan 
rekanan dengan perbedaan harga yang tidak wajar.

Rekomendasi

BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa, antara lain 
agar PPK, Panitia/Pokja Pengadaan dan penyedia barang mempertanggung-
jawabkan indikasi kerugian dan menyetorkan ke kas negara.

•	 Temuan potensi kerugian negara berupa aset dikuasai pihak lain sebanyak           
2 kasus senilai Rp192,29 miliar, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang 
berpotensi tidak tertagih sebanyak 1  kasus senilai Rp2,99 miliar, dan lain-lain 
potensi kerugian negara sebanyak 1 kasus senilai Rp6,00 miliar. Kasus-kasus 
tersebut disebabkan pimpinan entitas belum optimal dalam mengupayakan 
sertifikasi tanah dan pengelolaan pengamanan aset, kurang optimal dalam 
melakukan monitoring dan pengawasan, serta pejabat pelaksana kurang 
cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

No. Sub Kelompok Temuan
BHMN Badan Lainnya

Jumlah Kasus Nilai           Jumlah Kasus Nilai           

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
1 SPI 26 - 7 -

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan

1 Kerugian Negara 11 7.421,46 - -
2 Potensi Kerugian Negara 4 201.285,30 - -
3 Kekurangan Penerimaan 2 559,65 - -

           Sub Total I 17 209.266,41 - -
4 Kelemahan Administrasi 7 - 3 -
5 Ketidakefektifan 1 - 1 -

          Sub Total II 8 - 4 -
Total 25 209.266,41 4 -

(nilai dalam juta rupiah)
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Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK merekomendasikan 
kepada pimpinan entitas agar melakukan upaya sertifikasi aset tanah, 
mengamankan dan menertibkan pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga.

•	 Temuan kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan 
belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 
2 kasus senilai Rp559,65 juta. Kasus tersebut pada umumnya disebabkan PPK 
lalai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, tidak memedomani 
ketentuan yang berlaku, serta lalai memungut denda keterlambatan kepada 
rekanan.

Rekomendasi

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK 
merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar memberikan sanksi kepada 
pelaksana kegiatan yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta 
menagih denda keterlambatan pekerjaan dan segera menyetorkannya ke kas 
negara.

5. BUMD dan BLUD

Hasil PDTT pada 2 objek pemeriksaan BUMD menemukan 21 kasus kelemahan SPI 
dan 43 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 
senilai Rp499,56 miliar. Dari total temuan PDTT BUMD tersebut, sebanyak 36 
kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi 
kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp367,71 miliar. 

Hasil PDTT pada 1 objek pemeriksaan BLUD menemukan 8 kasus kelemahan SPI 
dan 13 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 
senilai Rp746,06 juta. Dari total temuan PDTT BLUD tersebut, sebanyak 5 kasus 
merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan 
kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp382,15 juta. 
Rincian temuan PDTT pada  BUMD dan BLUD disajikan dalam Tabel 3.15 berikut.




